
SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 1OO.3.3.2 I t62 -KUMI2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HIBAH UANG PENGAMANAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan
Bupati dan Wakit Bupati Tanah Laut Tahun 2024

secara tertib, aman dan damai, dipandang perlu
dilaksanakannya kegiatan pengamanan oleh Kepolisian
Resor Tanah Laut yang dibantu Komando Distrik
Militer 1aO9 /Tanah Laut;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas
pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah
Laut tahun 2024, perlu diberikan dana pengamanan

dalam bentuk hibah uang;
c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Nomor

2O0.1 .5.11 ll62-B.Po1/Bakesbangpol, tanggal 29

Desember 2023 Perihal Penetapan Besaran Hibah Uang
Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah
Laut Tahun 2024 kepada TNI/Polri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Besaran Hibah Uang fengamanan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tattrbahan Lembalan Negara Republik
Indonesia Nor4gr 2756] dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahuq 1956 tentang Penetgpen
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
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Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara

Repbulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tatnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AO2 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a$8h
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO4 tentang

Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa39\;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OT4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68a1);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68a\;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1O Tahun 2076 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OLS tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peratrrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tatnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)';

lo.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2O2t tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 63);

1 l.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.OS I 2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam
Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubermrr,
Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A16 Nomor 8l2l;

L2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 IPMK.OS I 2Ol7
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 99O);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor L82IPMK.OS|2O|7
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian NegaralLernbaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1727)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.O5/2OL9 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
Kementerian NegaralLernbaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 15a9);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OL9
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O2l
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Menetapkan
KESATU

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2A2O tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 616l;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomot 2O1/PMK.05l202l
Tahun 2A2l tentang Sistem Akutansi Hibah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 14Sa\;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2A23
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 799);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5

Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2O2l
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2O2L Nomor 51);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 1O);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (l,embaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Hibah
Uang Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tanah Laut Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

: Hibah Uang Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU diberikan kepada Kepolisian

Resor Tanah Laut dan Komando Resor Militer lol l
Antasari untuk Satuan Komand.o Distrik Militer toogl
Tanah Laut.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

pada Badan Kesatrran Bangsa dan Politik Kabupaten

Tanah Laut, Program Peningkatan Peran Partai Politik

dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik

dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik,

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan situasi Politik, Sub Kegiatan
pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah,

Nomor DPA/A. 1 /8.O1.O.O0.O.OO.O1.OOOO /OO I I 2024'

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Jan:uari 2024
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NoMoR : 100.3.3.21 162 -KUMl2o24
TANGGAL : 2 Januari2O24

BESARAN HIBAH UANG PENGAMANAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH LAUT TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2024
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SYAMSIR RAHMAN

PENERIMA HIBAH
BESARNYA HIBAH

UANG (Rp)

1 KEPOLISIAN RESOR TANAH LAUT 5.700.ooo.ooo,-

2

KOMANDO RESOR MTLTTER 1O1l
ANTASARI UNTUK SATUAN KOMANDO
DISTRIK MILITER LOOgI TANAH LAUT

3.400.000.000,-

JUMLAH 9.100.o00.oo0,-

NO.


